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ABSTRAK 
 
Nama   : Asma Qarimah 
NIM   : 10400114276 
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Klausula Eksenorasi Dalam 
Perjanjian Pelayanan Jasa Pengiriman Barang pada 
PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Bulukumba 
            
 Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Tentang Klausula 
Eksenorasi dalam Perjanjian Pelayanan Jasa Pengiriman Barang pada PT.Pos 
Indonesi (Persero) Cabang Bulukumba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana kekuatan mengikat klausula eksenorasi dalam perjanjian pelayanan 
jasa pengiriman barang pada PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Bulukumba dan 
untuk mengetahui bagaimana kekuatan berlakunya klausula eksenorasi dalam 
perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang pada PT.Pos Indonesia (Persero) 
Cabang Bulukumba. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
analisis data yang disusun secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan 
yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan, 
wawancara dan observasi. 
 Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa perjanjian yang 
digunakan PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Bulukumba mempunyai kekuatan 
yang mengikat seperti kekuatan mengikatnya Undang- Undang sebagaimana 
perjanjian pada umumnya, hanya saja isinya terdapat pengecualian tanggung 
jawab atau klausula eksenorasi yang dibuat oleh pihak Pos dan mengikat 
konsumen selama itu tidak melanggar Undang-Undang, tidak melanggar 
kesusilaan dan kepatutan yang berlaku. Dan klausula eksenorasi yang 
diberlakukan memiliki kekuatan yang berlaku hanya antara kedua belah pihak 
yang melakukan perjanjian dan selama dalam pelaksanaanya dengan itikad baik 
dan tidak melanggar Undang-Undang. 
 Implikasi penelitian pada skripsi ini adalah karena klausula eksenorasi 
yang diberlakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero) cabang Bulukumba mengikat 
konsumen, maka dalam pelayanan jasa pengiriman barang pada PT.Pos itu sendiri 
harus lebih ditingkatkan agar kerugian yang dapat terjadi berkurang. Sehingga 
baik pihak PT.Pos maupun pihak pengguna jasa dapat sama-sama diuntungkan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  Seiring perkembangan dunia yang ditandai dengan arus globalisasi 
disegala bidang yang membawa dampak cukup pesat bagi perkembangan 
perekonomian Indonesia. Tingkat perkembangan ekonomi dunia ditandai dengan  
tingginya tingkat mobilitas penduduk yang beriringan dengan arus globalisasi 
disegala bidang, lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta 
semakin pesatnya pertarungan bisnis. Disisi lain tingginya tuntutan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang membuat beban tugas pemerintah semakin berat.  
Salah satu kebutuhan hidup yang tidak kalah penting di era globalisasi ini 
adalah kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Banyaknya penduduk yang saling 
mengirim barang dari tempat yang jauh sehingga membuat jasa ini menjadi sangat 
penting. Berdasarkan kenyataan tersebut banyak bermunculan jasa pengiriman 
barang swasta, sedangkan jasa pengiriman pemerintah dari dahulu sampai 
sekarang hanya satu, yaitu PT Pos Indonesia (Persero).  
Saat  ini penyelengaraan pos ditujukan sebagai pendukung pembangunan 
yang mampu mempererat hubungan antara warga masyarakat dan instansi 
pemerintah untuk mengelola tugas-tugas pemerintah dalam mengatur, mengawasi, 
membina dan mengarahkan bermacam-macam kegiatan oleh dan untuk 
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masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin tanpa 
membedakan. 
Pos merupakan organisasi yang besar dalam pelayanan lalu lintas berita, 
uang dan barang. Pos mulai beroperasi  ribuan tahun yang lalu dan sekarang pos 
merupakan jaringan yang vital di setiap negara. Sepanjang sejarah manusia 
pelayanan pos merupakan salah satu jenis pelayanan komunikasi yang paling tua. 
Dibanyak bagian dunia, terdapat tanda-tanda adanya penyelenggara pelayanan pos 
dimasa lalu yang ditata dalam organisasi yang teratur dan rapi. 
Pada dasarnya keberadaan PT Pos Indonesia (Persero) merupakan bagian 
pembangunan nasional, yaitu mempercepat pembangunan melalui pembangunan 
jaringan komunikasi antar daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan pos 
dijalankan oleh Negara demi kepentingan umum dan bertujuan menunjang 
pembangunan nasional. 
Sebelum dikeluarkanya Undang-undang No. 38 Tahun 2009, pos artinya 
pengantaran surat-surat, tetapi setelah keluarnya Undang-undang tersebut, Pos 
merupakan lembaga umum yang bertugas mengurus pengantaran dan 
pengangkutan surat dan paket.1 
PT. Pos Indonesia (Persero) dalam rangka memberikan pelayananya, 
tentunya berhubungan dengan orang dalam hal ini pengguna jasa pos. Dengan 
demikian maka timbul satu perjanjian antara pihak pos dengan pihak pengguna 
                                                          
1H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Djambatan 
, 1995),  h. 82. 
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jasa pos. Dari sini  timbulah suatu perikatan, pihak pengirim berkewajiban untuk 
membayar sejumlah uang dan di pihak pos berkewajiban untuk mengantarkan 
baik surat, uang, maupun barang milik pengguna jasa. Sebagai pemberi jasa 
pelayanan pada masyarakat, pos perkembangan dan kelangsungan hidupnya tidak 
terlepas dari masyarakat pemakai jasanya, maka salah satu hal yang sangat 
esensial dalam hubunganya dengan hal tesebut diatas adalah masalah sejauh mana 
PT. Pos Indonesia (Persero) memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya 
pemakai jasa pos dalam terjadinya kerusakan, kehilangan, maupun keterlambatan 
penyerahan paket pos. Karena  tanggung jawab merupakan masalah yang penting 
dalam meningkatkan mutu pelayanan dan dedikasi PT. Pos Indonesia (Persero). 
Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pos sebagai jembatan yang 
berharga dalam hubungan antara masyarakat dapat terjamin. 
Dengan demikian maka sarana pengangkutan akan mempunyai peranan 
yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan jasa 
pengangkutan orang akan dapat saling berhubungan satu sama lain dalam bidang 
apapun. Dengan sarana angkutan tersebut orang juga dapat pindah atau pergi dari 
satu tempat ke tempat lain atau dapat pula memidahkan barang dari satu tempat ke 
tempat yang lain. 
Dalam hal ini pengangkutan dapat dilakukan melalui darat, laut dan udara. 
Indonesia mempunyai perusahaan yang khusus mengatur hal tersebut, salah 
satunya adalah PT. Pos Indonesia (Persero). Dimana perusahaan tersebut 
mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran arus 
peredaran barang dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga diharapkan dapat 
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menunjang suksesnya pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini. 
Mengingat PT. Pos Indonesia (Persero) bergerak dalam bidang jasa, maka faktor 
penting yang patut diperhatikan adalah kepercayaan pengguna jasa, dimana 
mereka menggunakan jasa pos karena mereka percaya bahwa barang atau kiriman 
yang mereka kirim melalui jasa pos akan sampai dengan selamat di tempat tujuan. 
Dalam hubungan antara pihak PT.Pos Indonesia dengan pihak yang akan 
mengirimkan barang terdapat suatu perjanjian pengangkutan yang bersifat timbal-
balik. Dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan 
pengangkutan ke tempat tujuan tertentu sedangkan pengirim mengikatkan diri 
untuk membayar uang angkutan. Maka dapat dilihat sifat perjanjian pengangkutan 
adalah timbal balik yaitu kedua belah pihak baik pengangkut dan pengirim 
masing-masing mempuyai kewajiban sendiri-sendiri.2 
Dalam praktek sehari-hari dapat ditemukan salah satu bentuk perjanjian 
yang dibuat secara baku/perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan suatu bentuk 
perjanjian tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Perjanjian 
baku juga merupakan suatu tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau 
pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan 
pengusaha.3 
Klausula baku merupakan perjanjian sepihak yang sering kali merugikan 
konsumen dan menempatkan konsumen pada posisi tawar (bargaining position) 
yang lemah. Dengan penggunaan perjanjian baku ini maka pengusaha akan 
                                                          
 2H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, h.2. 
3Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan 
(Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 1992), h.6. 
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memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu.4 Hal ini dapat 
dilihat bahwa pada perjanjian pengangkutan dalam praktiknya dimana pihak 
perusahaan pengangkutan telah membuat klausula-klausula perjanjian yang telah 
dibuat sebelumnya dan pihak pengirim hanya langsung menyetujuinya tanpa 
mempertimbangkan bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dalam 
rangka mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh pihak perusahaan 
pengangkutan.  
Dampaknya, konsumen/pengirim seringkali mengalami ketidakpuasan 
dalam pemakaian barang atau jasa yang diberikan oleh pihak perusahaan. 
Ketidakpuasan biasanya diakibatkan karena cacat pada produk layanan jasa yang 
tidak sesuai dengan yang diiklankan. Akan tetapi konsumen kesulitan untuk 
mengajukan klaim, untuk mendapakan ganti kerugian atas jasa yang tidak sesuai 
yang di harapkan.5 
Kaitannya terhadap konsumen, yang perlu diperhatikan dalam perjanjian 
baku ini adalah mengenai klausula eksonerasi atau (exoneration) yaitu merupakan 
klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab dalam perjanjian. 
Ketentuan mengenai pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi 
ini dapat kita temui dalam hukum positif di Indonesia, yaitu pada Bab V, pasal 18 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.6 
Sebagai contoh penerapan perjanjian baku dalam jasa pengangkutan barang yang 
                                                          
4Sadar,Taufik,Habloel, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Jakarta: 
Akademia,  2012), h.55. 
5Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis (Bandung : . Alumni, 1994), h.46. 
6Sadar,Taufik,Habloel, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , h.54. 
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ada misalnya pencantuman klausul dalam isi perjanjian yang berbunyi bahwa 
“perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan barang akibat 
pengiriman, setelah barang diterima oleh pihak penerima atau perusahaan tidak 
bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat keterlambatan 
pengiriman”7. Contoh lain yaitu pencantuman klausul dalam isi perjanjian yang 
berbunyi “perusahaan tidak bertanggung jawab atas kebocoran pada barang cair, 
kerusakan pada barang pecah belah dan kerusakan-kerusakan lain karena sifat 
barang tersebut”. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi.Untuk itu, judul 
penelitian ini “Tinjauan Hukum Tentang Klausula Eksenorasi Dalam 
Perjanjian Pelayanan Jasa Pengiriman Barang Pada PT.Pos Indonesia 
(Persero) Cabang Bulukumba”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus 
yakni terkait tentang klausula eksenorasi dalam perjanjian pelayanan jasa 
pengiriman barang pada PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Bulukumba yang 
mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos; Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1320; Undang-Undaang Nomor 
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konumen (UUPK) Pasal 18. 
 
                                                          
7Diana Kusumasari,“klausula eksonerasi”dalam hukum Online.com, Selasa, 05 April 
2011, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi diunduh 
23 Februari 2013, pukul 12:55 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok 
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum tentang klausula 
eksenorasi dalam perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang pada PT.Pos 
Indonesia (Persero) Cabang Bulukumba. Pokok masalah tersebut diuraikan dalam 
sub masalah sebagai berikut : 
1.  Bagaimanakah kekuatan mengikat  klausula eksenorasi dalam 
perjanjian menurut teori-teori hukum perjanjian? 
2. Bagaimanakah kekuatan berlakunya klausula eksenorasi dalam 
perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang pada PT.Pos Indonesia 
(Persero) Cab.Bulukumba ? 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka berisi uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah 
dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan 
penelitian yang akan dilakukan ataupun dari beberapa buku yang membahas 
pendapat atau pandangan beberapa ahli. Terdapat beberapa literatur yang 
didalamnya membahas tentang Tinjauan Tentang Klausula Eksenorasi dalam 
Perjanjian Jasa Pengiriman Barang pada PT.Pos Indonesia sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian berupa skripsi yang disusun oleh Hendra Setyadi Kurnia 
Putra yang berjudul “KLAUSULA EKSONERASI DAN KONSUMEN 
Studi Tentang Kekuatan Mengikat Klausula Baku dalam Perjanjian 
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Pengangkutan Barang di Wilayah Surakarta”.8 Skripsi ini membahas 
mengenai bagaimana kekuatan mengikat klausula eksenorasi yang 
merupakan salah satu klausula baku dalam pelaksanaan perjanjian jasa 
pengangkutan. Perbedaan dengan tulisan dalam skripsi ini yaitu skripsi 
Hendra Setyadi Kurnia Putra membahas mengenai kekuatan mengikat 
klausula eksenorasi dalam perjanjian pelayanan pada pengangkutan barang 
di wilayah Surakarta, sedangkan skripsi ini membahas tentang klausula 
eksenorasi dalam perjanjian pelayanan pada PT.Pos Cabang Bulukumba. 
2. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen.9 
Buku ini berisi pasal-pasal UUPK beserta penjelasannya termasuk 
didalamnya ketentuan pencantuman klausula baku, tetapi tidak membahas 
secara rinci bagaimana kekuatan mengikat klausula eksenorasi dalam 
perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang. 
3. Marilang, Hukum Perikatan : perikatan yang lahir dari perjanjian.10 Buku 
ini membahas tentang perikatan . Juga didalam dijelaskan secara lengkap 
mengenai hukum perjanjian, tetapi tidak dijelaskan hal-hal mengenai 
klausula eksenorasi dalam perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang. 
                                                          
8Hendra SetyadiKurnia Putra, “ Klausula Eksenorasi dan Konsumen Studi Tentang 
Kekuatan Mengikat Klausula Baku dalam Perjanjian Pengangkutan Barang di Wilayah Surakarta”, 
skripsi (surakarta: Fakultas Hukum Uniersitas Muhammadiyah Surakarta, 2013) 
9Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen ( Jakarta: 
PT.RajaGrafindo Persada, 2004), h.107. 
10Marilang, , Hukum Perikatan : perikatan yang lahir dari perjanjian (Samata-Gowa: 
Alauddin University Press, 2013) 
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4. Skripsi yang disusun oleh Zakiyah yang berjudul “ Klausula Eksenorasi 
Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”.11 Skripsi ini 
membahas tentang keabsahan  perjanjian baku  yang  memuat  klausula 
eksonerasi  dilihat  dari  syarat sahnya perjanjian. 
5. Hasil penelitian yang disusun oleh Jein Stevany Manumpi  yang berjudul 
“Klausula Eksenorasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di 
Indonesia”.12 Penelitian berisi tentang bagaimana  keabsahan  perjanjian 
baku  yang  mengandung  Klausula  Eksonerasi dalam  Hukum  
Perlindungan  Konsumen  di Indonesia  dan  bagaimana  tanggungjawab 
pelaku  usaha  dalam  perjanjian  baku  yang mengandung  Klausula  
Eksonerasi. 
E. Tujuan dan Kegunaan 
1. Tujuan penelitian 
Adapaun tujuan penelitian dari rumusun masalah yang diuraikan 
sebelumnya adalah : 
1. Untuk mengetahui kekuatan mengikat  klausula eksenorasi dalam 
perjanjian menurut teori-teori hukum perjanjian. 
2. Untuk mengetahui kekuatan berlakunya klausula eksenorasi dalam 
perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang pada PT.Pos (Persero) 
Cabang Bulukumba. 
                                                          
11Zakiyah. “Klausula Eksenorasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”. Skripsi. 
Banjarmasin:  Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2017. 
12Jein Stevany Manumpi,  “Klausula Eksenorasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen 
di Indonesia”,  Laporan Hasil Penelitian, Lex Privatum, Vol IV, No.3, 2016. 
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2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait dengan 
perjanjian kerjasama jasa pelayanan pos, baik itu pihak-pihak 
dalam perjanjian yang sedang dibahas pada penelitian ini, maupun 
bagi setiap orang yang akan melakukan perjanjian pada 
kesempatan selanjutnya. 
b. Agar penelitian yang dibuat ini menjadi perhatian dan dapat 
dijadikan pedoman pada praktik keseharian bagi seluruh pihak, 
antara lain: pemerintah, masyarakat umum, (badan usaha, orang 
perorangan) serta pihak–pihak yang berkecimpung dibidang 
hukum. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Perjanjian Standar Dan Klausula Eksonerasi  
Klausula eksenorasi diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban / 
tanggung jawab dalam perjanjian. Pembatasan atau larangan ini dapat kita temui 
dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Pasal 18 UU No.8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen.1 
Eksonerasi atau exoneration (Bahasa Inggris) diartikan oleh I.P.M. 
Ranuhandoko B.A. dalam bukunya “Terminologi Hukum Inggris-Indonesia”yaitu 
“Membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung 
jawab.”Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula 
pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian. 
Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari 
larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan untuk 
menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan 
prinsip kebebasan berkontrak. Karena pada dasarnya, hukum perjanjian di 
Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata - KUHPerdata). Dalam hal ini setiap pihak yang 
                                                          
1Diana Kusumasari,“klausula eksonerasi”dalam hukum Online.com, Selasa, 05 April 
2011,http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi diunduh 17 
Mareti 2018, pukul 21:00 
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mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian 
tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak 
melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. 
Antara lain contohnya dapat kita lihat pada praktik perbankan. Sebelum 
adanya UUPK, dalam memberikan kredit, bank mencantumkan syarat sepihak di 
mana ada klausula yang menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu diperkenankan 
untuk merubah (menaikan/menurunkan) suku bunga pinjaman (kredit) yang 
diterima oleh Debitur, tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari debitur terlebih 
dahulu atau dengan kata lain ada kesepakatan bahwa debitur setuju terhadap 
segala keputusan sepihak yang diambil oleh Bank untuk merubah suku  bunga 
Kredit, yang telah diterima oleh Debitur pada masa/jangka waktu perjanjian kredit 
berlangsung. 
Dengan adanya UUPK, bank diberikan larangan untuk menyatakan 
tunduknya debitur kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan 
dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Bank dalam masa 
perjanjian kredit. Sehingga apabila masih ada pencantuman klausula demikian 
pada perjanjian kredit Bank, maka perjanjian ini adalah dapat dimintakan 
pembatalan oleh Debitur. Ketentuan ini sepenuhnya bertujuan untuk melindungi 
kepentingan konsumen (debitur) pengguna jasa perbankan. 
Klausula baku ini juga kita jumpai dalam tiket pesawat maupun karcis 
parkir. Dalam beberapa kasus, Pengadilan telah menyatakan pencantuman 
klausula baku dalam tiket pesawat maupun karcis parkir adalah batal demi hukum. 
13 
Kegiatan usaha yang pada umumnya saat ini melibatkan lebih dari satu 
pihak yang menggunakan suatu perjanjian untuk bentuk kesepakatan. Dengan 
adanya suatu kata sepakat antara kedua belah pihak tersebut maka terjadilah 
perjanjian yang dianggap kedua belah pihak tersebut telah memiliki itikad baik, 
untuk dapat melaksanakan kewajiban serta hak-hak yang telah disepakati. Pasal 
1313 KUH Perdata meyatakan perjanjian atau kontrak adalah : “Suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih.”2 
Perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Mu’ahadah Ittifa’, atau 
akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjaniian atau persetujuan  
yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.3 
Dalam al-Qur’an setidaknya dikenal ada dua macam istilah yang berkaitan 
perjanjian ,yaitu kata al-‘aqdu (akad) dan al-‘ahdu (janji). al-Qur’an memaknai 
kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, terdapat dalam QS al-
Maidah/5:1 : 
$ yγ •ƒ r'¯≈ tƒ š Ï%©!$# (# þθ ãΨtΒ#u (#θ èù÷ρr& ÏŠθ à)ãè ø9 $ Î/ 4 ôM ¯=Ïm é& Νä3s9 èπ yϑŠÍκu5 ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $# āω Î) $ tΒ 4‘n=÷F ãƒ öΝä3ø‹ n=tæ 
uö xî ’Ìj? ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9 $# öΝçFΡr&uρ îΠ ã ãm 3 ¨βÎ) ©!$# ãΝä3øts† $ tΒ ß‰ƒ Ìãƒ ∩⊇∪     
   
                                                          
2KUHPerdata, Kumpulan KitabUndang-UndangHukum,(Cet.Ke-1; t.t..: Pustaka Buana, 
2014), h.294. 
3Abdul GhofurAnshori, HukumPerjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, 
danimplementasi), (Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2010), Ed.Pertama, Cet.ke-1, h.22. 
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Terjemahnya :  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut 
yang dikehendaki-Nya.”4 
  
Sedangkan kata yang kedua dalam al-Qur’an berarti masa, pesan, 
penyempurnaan dan janj iatau perjanjian, yang terdapat dalam  QS an-Nahl/16:9 
dan QS al-Isra’/17:34 : 
’ n?tãuρ «! $# ß‰óÁ s% È≅‹Î6 ¡ 9$# $ yγ ÷ΨÏΒ uρ ÖÍ←!$ y_ 4 öθ s9 uρ u !$ x© öΝà61y‰oλ m; šÏèuΗød r& ∩∪    
Terjemahnya : 
“dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-
jalan ada yang bengkok. dan Jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia 
memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).”5 
 
 
Ÿωuρ (#θç/t ø)s? tΑ$ tΒ ÉΟŠÏKuŠø9 $# āω Î) ÉL ©9 $ Î/ }‘Ïδ ß|¡ ôm r& 4®L ym xè=ö7 tƒ …çν£‰ä©r& 4 (#θ èù÷ρr& uρ Ï‰ôγ yè ø9 $ Î/ ( ¨βÎ) 
y‰ôγ yè ø9 $# šχ%x. Zωθ ä↔ó¡tΒ ∩⊂⊆∪     
Terjemahnya : 
“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 
lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 
Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”6 
                                                          
4Kementerian Agama, RI;  Al-Qur’an danTerjemahannya, (Cet.I; Bandung: Syamil 
Qur’an, 2012), h.106. 
5Kementerian Agama, RI; Al-Qur’an danTerjemahannya, h.268. 
6Kementerian Agama, RI; Al-Qur’an danTerjemahannya, h.285 
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 Istilah al-‘aqdu dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbintenis, 
sedangkan kata al-‘ahdu, sama dengan istilah perjanjian atau overeekomst, yang 
dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan 
sesuatu, dan tidak ada kaitannya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya 
mengikat orang yang berjanji. 
Kamus terminologi hukum (Inggris-Indonesia) karangan Ranuhandoko, 
perjanjian atau yang dikenal juga dengan Contract dapat diartikan: “Suatu 
persetujuan antara dua pihak atau lebih yang karenanya masing-masing akan 
melakukan atau tidak melakukan suatu tidakan tertentu”.7 Menurut Kamus 
Hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak 
untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.8 
“Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan 
dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sutu hal 
dalam lapangan harta kekayaan. Dalam defenisi tersebut,secara jelas terdapat 
konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak 
lainnya.Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta 
kekayaan.9 
“M. Yahaya Harahap menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan 
hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang 
                                                          
7Ranuhandoko,I.P.M, Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika, 
2000),h.168. 
8Subekti, Kamus Hukum (Jakarta: . Pradnya Paramita, 2005),  h.89. 
9Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, h. 
78. 
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memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu 
prestasi.”10 
  “Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang 
berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling untuk melaksanakan 
sesuatu hal. Dari suatu peristiwa tersebut timbul suatu hubungan perikatan.”11 
Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata, 
yaitu:  
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.  
Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian 
setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.  
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.  
Asas cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah 
dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa 
pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 
tahun bagi wanita.  
3. Adanya Obyek.  
Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau 
barang yang cukup jelas.  
4. Adanya kausa yang halal 
                                                          
10M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1989), h. 6. 
11Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata(Jakarta: Intermasa, 2003) 
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Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab 
yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak 
mempunyai kekuatan hukum.12 
Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua 
syarat tersebut sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan 
syarat ketiga dan keempat disebut syarat sebagai syarat obyektif karena kedua 
syarat ini harus di penuhi oleh obyek perjanjian.13 
Jika tidak dipenuhi syarat subyektif tersebut akan mengakibatkan suatu 
perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi 
batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan jika tidak dipenuhi                                      
syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi 
hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian 
dan tidak pernah ada suatu perikatan.14 
Pasal 1331 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan :  
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 
mereka yang membuatnya apabila perjanjian yang dilakukan obyek atau 
perihalnya tidak ada atau tidak didasari pada itikad yang baik, maka dengan 
sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.”15 
 
                                                          
12KUHPerdata, Kumpulan KitabUndang-UndangHukum, h.297. 
13Komariah, Hukum Perdata(Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h.175-177. 
14Komariah, HukumPerdata, h.175-177. 
15KUHPerdata, Kumpulan KitabUndang-UndangHukum, h.297. 
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B. Pengertian, Jenis, dan Karakteristik Perjanjian Standar 
Perjanjian Standar dikenal dengan istilah dalam bahasa inggris yakni 
standar contract. Dalam bahasa Indonesia perjanjian standar dikenal juga dengan 
istilah perjanjian baku. Perjanjian Standar merupakan bagian dari pada perjanjian 
dibawah tangan dan merupakan perjanjian tertulis. Perjanjian standar adalah yang 
bentuknya telah ditetapkan oleh satu pihak, sedangkan pihak yang lain hanya 
menandatangani sebagai tanda persetujuan. Perjanjian standar berkembang cepat 
dalam dunia bisnis, karena dianggap efesien dan efektif.  
Perjanjian Standar diresmikan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan 
menggunakan istilah Klausula baku yang terdapat pada Pasal 1 angka 10, sebagai 
berikut :  
“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan 
ditetapkan terlebih dahulu secara pihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam 
suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh 
konsumen”16 
Sutan Remi Sjahdeini mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian 
yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pemakaiannya dan 
pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan 
atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, 
misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan 
                                                          
16Undang-UndangPerlindunganKonsumen 1999, Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999, 
(Jakarta: SinarGrafika, 2009) Ce. Ke-6, h.3. 
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beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Syahjdeini menekankan 
yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, melainkan klausul-
klausulnya.17 
Perjanjian Standar ini dapat tumbuh subur dalam praktek masyarakat, yang 
pada saat ini memang sangat di hendaki sendiri kehadirannya. Perusahaan besar 
dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan 
untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak 
lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena 
posisinya maupun karena ketidaktahuannya, mereka hanya menerima apa yang 
disodorkan dan apabila debitur menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitur 
mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali 
kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada. 
Pada penggunaan perjanjian baku ini, maka pihak pelaku usaha akan 
memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga atau waktu. Perjanjian 
baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang teoritis masih mengandung 
perdebatan, khususnya dalam kaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat 
syahnya perjanjian, maka dibawah ini juga akan dikemukakan berbagai pendapat 
tentang perjanjian baku. 
Menurut Sluijter mengatakan bahwa klausula baku bukan merupakan 
perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti 
                                                          
17Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi 
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia (Jakarta. Institut Bankir Indonesia. 1993), h. 
66. 
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pembentukan undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha 
dalam klausula itu adalah undang-undang, bukan perjanjian.18 
Ahmadi Miru berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian 
yang mengikat para pihak yang menandatanganinya, walaupun harus diakui 
bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban 
tanggung jawab dari pihak perancang klausula baku kepada pihak lawannya. 
Namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh 
para pihak yang harus bertanggung jawab berdasarkan klausula perjanjian 
tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang 
berdasarkan Pasal 18 UUPK.19 
Pengaturan perjanjian baku dalam UUPK, dapat dijelaskan sebagai berikut 
:  
a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;  
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang 
untuk dibeli konsumen;  
c.  Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang 
yang dibayarkan atas barang, dan jasa yang diberikan oleh konsumen;  
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak 
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.  
                                                          
18Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, HukumPerlinndunganKonsumen,h. 117. 
19Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, HukumPerlindunganKonsumen, h.118. 
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e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.  
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 
mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.  
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa atauran baru, 
tambahan, lanjutan dan/ atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 
pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.  
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk 
membebaskan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang 
yang dobeli oleh konsumen secara angsuran.  
Penjelasan pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan dari larangan 
pencantuman klausula baku yaitu “Larangan ini dimaksudkan untuk 
menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan 
prinsip kebebasan berkontrak” sehingga diharapkan dengan adanya pasal 18 ayat 
(1) UUPK akan memberdayakan konsumen dari kedudukan sebagai pihak lemah 
didalam kontrak dengan pelaku usaha dengan konsumen. 
Mariam Darul zaman, mengemukakan pendapatnya mengenai jenis-jenis 
dari perjanjian standar (baku). Yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, 
yaitu20 :  
1. Perjanjian standar sepihak  
Perjanjian standar (baku) sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan 
oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian tersebut. Pihak yang 
                                                          
20Mariam Daruz Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, h. 47- 48. 
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kuat dalam hal ini ialah pihak pelaku usaha yang lazimnya mempunyai posisi 
kuat dibandingkan pihak konsumen. Kedua pihak lazimnya terikat dalam 
organisasi. Misalnya perjanjian buruh secara kolektif.  
2. Perjanjian standar yang ditetapkan pemerintah  
Perjanjian standar (baku) yang ditetapkan oleh pemerintah ialah perjanjian 
baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, 
misalnya, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan 
Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak 
Tanggungan, dan Sertifikat Hak Tanggungan.  
3. Perjanjian standar yang ditentukan di lingkungan notaris 
Perjanjian yang ditentukan dikalangan notaris atau advokat, terdapat 
perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk 
memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris 
atau advokat yang bersangkutan, yang dalam kepustakaan Belanda biasa 
disebut dengan “contract model”. 
Perkembangan kebutuhan masyarakat, karakteristik perjanjian standar 
(baku) berkembang mengikuti kebutuhan dan tuntutan tersebut. Dengan 
pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pelaku usaha lebih 
terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh 
pelaku usaha. Sedangkan dari karakteristik kepastian hukum, ketika terdapat 
konflik dalam pelaksanaan perjanjian, pihak yang posisinya lebih kuat dapat 
terlebih dahulu menentukan jenis penyelesaian sengketa manakah yang akan 
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digunakan. Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai 
berikut21:  
a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat 
dari konsumen.  
b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.  
c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal.  
d. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor 
kebutuhan.  
C.  Pengertian dan Syarat-syarat Klausula Eksonerasi 
Suatu perjanjian atau kontrak baku yang dalam penyusunannya dilakukan 
oleh satu pihak yang lebih kuat dari pada pihak yang lainnya, yang memberikan 
kemungkinan yang sangat kecil untuk adanya sebuah tawar menawar dari pihak 
konsumen mengenai isi perjanjian tersebut, terdapat klausula-klausula yang juga 
ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha yang sering disebut sebagai klausula 
baku. Kehadiran klausula baku yang perlu dikhawatirkan adalah dicantumkannya 
klausula eksenorasi pada perjanjian tersebut. Klausula eksenorasi adalah klausul 
yang mengandung, membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung 
jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk 
(penjual).22 
Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pelaku usaha secara 
sepihak dan dapat juga berasal dari rumusan pasal undang-undang. Klausula 
                                                          
21Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen(Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999),  h. 
93. 
22Sidartha, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia(Jakarta: Grasindo , 2000),h. 120. 
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eksonerasi rumusan pelaku usaha membebankan pembuktian pada konsumen dan 
menyatakan dirinya tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. 
Klausula eksonerasi rumusan undang-undang membebankan pembuktian pada 
pelaku usaha eksonerasi biasa terdapat di dalam suatu perjanjian standar yang 
bersifat sepihak.  
Mariam Darus Badrulzaman, berpendapat bahwa klausula eksonerasi, 
memberikan definisi terhadap klausula eksonerasi sebagai klausul yang berisi 
pembatasan pertanggungjawaban dari pelaku usaha, terhadap resiko dan kelalaian 
yang mesti ditanggungnya.23 
Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang 
dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri 
untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas 
yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.24 
Perjanjian baku yang saat ini tetap mengikat para pihak dan pada 
umumnya beban tanggung gugat para pihak adalah berat sebelah, maka langkah 
yang harus dilakukan bukan melarang atau membatasi penggunaan klausula-
klausula tertentu dalam perjanjian baku tersebut. Beberapa hal yang mendapat 
perhatian dalam perjanian baku, adalah pencantuman klausula eksonerasi harus.25 
a. Menonjol dan jelas  
                                                          
23Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Cet III; Jakarta: 
SinarGrafika, 2011), h. 141. 
24Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, h.47. 
25Jerry J. Phillips, Products Liability (St. Paul Minnesota : West Publishing Company, 
1993),  h.130-135. 
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Pengecualian terhadap tanggung gugat tidak dapat dibenarkan jika 
penulisannya tidak menonjol dan tidak jelas. Dengan demikian, maka penulisan 
pengecualian tanggung gugat yang ditulis di belakang suatu surat perjanjian 
atau yang ditulis dengan cetakan kecil, kemungkinan tidak efektif karena 
penulisannya klausula tersebut tidak menonjol. Penulisan klausula digolongkan 
menonjol dan jelas sebaiknya dicetak dalam huruf besar atau dicetak dengan 
tulisan dan warna yang kontras, dan tentu saja hal ini dimuat dalam bagian 
penting dari kontrak tersebut.  
b. Disampaikan tepat waktu  
Pengecualian tanggung gugat hanya efektif jika disampaikan tepat waktu. 
Dengan demikian, setiap pengecualian tanggung gugat harus disampaikan pada 
saat penutupan perjanjian, sehingga merupakan bagian dari kontrak. Jadi bukan 
disampaikan setelah perjanjian jual beli terjadi. 
c.  Pemenuhan tujuan-tujuan penting 
Pembatasan tanggung jawab tidak dapat dilakukan jika pembatasan 
tersebut tidak akan memenuhi tujuan penting dari suatu jaminan, misalnya 
tanggung gugat terhadap cacat yang tersembunyi tidak dapat dibatasi dalam 
batas waktu tertentu, jika cacat tersembunyi tersebut tidak ditemukan dalam 
periode tersebut. 
d. Adil  
Jika pengadilan menemukan kontrak atau klausula yang tidak adil, maka 
pengadilan dapat menolak untuk melaksanakannya atau melaksanakannya 
tanpa klausula yang tidak adil.  
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Klausula eksonerasi mempunyai tujuan utama, yaitu mencegah pihak 
konsumen merugikan kepentingan pelaku usaha. Agar dapat menghindari 
kerugian yang dialami oleh kepentingan pelaku usahanya maka, pelaku usaha 
menciptakan syarat baku yang disebut eksonerasi. Dalam perjanjian standar, dapat 
dirumuskan klausula eksonerasi karena keadaan memaksa, karena perbuatan 
pihak-pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, ada tiga kemungkinan 
eksonerasi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian, yaitu :  
a. Eksonerasi karena keadaan memaksa 
Kerugian yang tibul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab 
pihak-pihak, tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dapat dibebankan kepada 
konsumen, pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab 
b. Eksonerasi karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak kedua  
Kerugian yang timbul karena kesalahan pelaku usaha seharusnya menjadi 
tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai 
melaksanakan kewajiban terhadap pihak kedua.  
c. Eksonerasi karena kesalahan pelaku usaha yang merugikan pihak ketiga 
Kerugian yang timbul karena kesalahan pelaku usaha seharusnya menjadi 
tanggung jawab pelaku usaha. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian, kerugian 
yang timbul dibebankan pada pihak kedua yang ternyata menjadi beban pihak 
ketiga.  
Pembatasan atau larangan untuk memuat klausula-klausula baku yang 
mengandung klausula eksonerasi tertentu dalam perjanjian tersebut, dimaksudkan 
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untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang memiliki 
kedudukan lebih kuat, yang pada akhirnya akan merugikan konsumen.  
D. Konsumen dan Pelaku Usaha  
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer ( Inggris-
Amerika), atau cosument/konsument (Belanda).26Pengertian dari consumer atau 
consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harifiah arti kata 
consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang mengunakan barang.  
Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk 
konsumen kelompok mana penguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-
Indonesia memberi arti kata consumersebagai pemakai ataukonsumen. 
Hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha dan konsumen memiliki 
peran sangat penting untuk menunjang perjalanan bisnis di Indonesia. Produsen 
tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk 
saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk 
hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan kata lain, dalam konteks produsen 
diartikan secara luas.27 
E.  Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha  
Pasal 1 angka 2 UUPK disebutkan bahwa, konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan 
                                                          
26Celina Tri Siwi Kristiyant, Hukum Perlindungan Konsumen, h. 22. 
27Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia(Cet I; Bandung: PT 
Citra Aditya Bakti,  2006), h.3. 
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tidak untuk diperdagangkan. Yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 
tersebut bahwa konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi.  
Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang 
diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan 
barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan 
lagi.28 
Menurut Janus Sidabalok, Konsumen adalah semua orang yang 
membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, 
keluarganya, atau pun untuk memelihara/ merawat harta bendanya.29Konsumen di 
dalam UUPK juga disebutkan pengertian pelaku usaha dalam pasal 1angka 3 
bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam UUPK 
tersebut dijelaskan yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, 
korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.  
Pengertian pelaku usaha di dalam UUPK tersebut memiliki persamaan 
dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara 
Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk 
                                                          
28Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau dari 
Segi Standar Kontrak (Baku) (Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan 
Kosumen. BPHN, Binacipta ,1980),  h. 7. 
29Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, h.17. 
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jadi (finished product), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang 
yang menampakkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang 
membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu, importer suatu produk 
dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau 
bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan,pemasok (supplier), dalam hal 
identitas dari produsen atau importer tidak dapat ditentukan.30 
F. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha  
Perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perkembangan 
nasional telah menghasilkan variasi barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. 
Ditambah juga dengan adanya globalisasi dan perdagangan yang bebas didukung 
oleh kemajuan teknologi saat ini yang kiranya memperluas ruang gerak transaksi 
barang dan/atau jasa. Akibatnya barang dan/atau jasa yang ditawarkan sangat 
bervariasi baik produksi yang di luar negeri maupun produksi di dalam negeri.  
Kondisi yang seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen 
karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta 
semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan 
kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. 
Hal tersebut membuat kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi 
tidak seimbang.  
Berkenaan dengan pertimbangan tersebut, maka perlu diketengahkan apa 
yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sebagai berikut:  
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1994), h.7. 
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1. Hak dan Kewajiban Konsumen  
Pasal 4 UUPK disebutkan bahwa hak konsumen adalah :31 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsibarang dan/atau jasa;  
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan;  
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa;  
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan;  
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut;  
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;  
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif;  
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya;  
                                                          
31Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999, 
h.4.. 
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i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.  
Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK di atas 
lebih luas dari pada hak-hak konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan 
oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 
Maret 1962, yaitu terdiri atas :32 
a. Hak memperoleh keamanan  
b. Hak memilih  
c. Hak mendapatkan informasi; dan  
d. Hak untuk didengar.  
Disamping itu masyarakat Eropa juga telah menyepakati lima hak dasar 
konsumen sebagai berikut :33 
a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan  
b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi  
c. Hak mendapat ganti rugi  
d. Hak atas penerangan  
e. Hak untuk didengar  
Hak-hak konsumen yang disebutkan diatas, Ahmadi Miru dan Sutarman 
Yodo berpendapat secara keseluruhan pada dasarnya dikenal dengan 10 (sepuluh) 
macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:  
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Segi Standar Kontrak (Baku), h.61. 
33Mariam Darus Badrulzaman, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Ditinjau dari 
Segi Standar Kontrak (Baku), h.61 
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1. Hak atas keamanan dan keselamatan;  
Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin 
keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa 
yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik 
maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.  
2. Hak untuk memperoleh infomasi;  
Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi 
yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu 
bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau dengan 
cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan 
benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar 
untuk suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat 
memilih produk yang diinginkan / sesuai kebutuhannya serta terhindar dari 
kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.  
3. Hak untuk memilih 
Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada 
kosumen untuk memilih produk-produk tertetu sesuai dengan kebutuhannya, 
tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini 
konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu 
produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitas maupun 
kuantitas jenis produk yang dipilihnya.  
4. Hak untuk didengar 
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Hak untuk di dengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak 
dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak 
ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 
produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk 
tersebut kurangmemadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang 
telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pertanyaan 
atau pendapat tentang suatu produk, atau yang berupa pertanyaan atau pendapat 
tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan 
konsumen.  
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup  
Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar, karena menyangkut hak 
untuk hidup. Dengan demikian, setiap orang (konsumen) berhak untuk 
memperoleh kebutuhan dasar (barang atau jasa) untuk mempertahankan 
hidunya secara layak.  
6. Hak untuk memperoleh ganti kerugian  
Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang 
telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau 
jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan 
penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik berupa kerugian 
materi, maupun kerugian yang menyakut diri (sakit,cacat, bahkan kematian) 
konsumen. Untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur 
tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) maupun yang 
diselesaikan melalui pengadilan. 
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7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen 
Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar 
konsumen memperoleh pengetahuan maupun ketrampilan yang diperlukan agar 
dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan 
pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan 
teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.  
8. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat 
Hak atas lingkungan yang bersih dan sehat ini sangat penting bagi setiap 
konsumen dan lingkungan. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat 
serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam 
pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun1997.  
9. Hak mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya 
Hak ini dimaksudkan un tuk melindungi konsumen dari kerugian akibat 
permainan harga secara tidak wajar. Karena dalam keadaan tertentu konsumen 
dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi dari pada 
keguaan atau kualitas dan kuantitas barang dan/atau jasa yang diperolehnya.  
10. Hak untuk mendaptkan upaya penyelesaian hukum yang patut  
Hak ini tentu saja dimaksud untuk memulihkan keadaan konsumen yang 
telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.34  
Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK tersebut, 
terdapat satu hak yang tidak terdapat pada 10 (sepuluh) hak konsumen yang 
diuraikan sebelumnya, yaitu “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar 
                                                          
34Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, HukumPerlindunganKonsumen, h. 41. 
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dan jujur serta tidak diskriminatif”, namun sebaiknya Pasal 4 UUPK tidak 
mencantumkan secara khusus tentang “hakuntuk memperoleh kebutuhan hidup” 
dan “hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat”, tapi hak tersebut 
dapat dimasukkan ke dalam hak yang disebutkan terakhir dalam pasal 4 UUPK 
tersebut, yaitu “hak-hak yang diatur dalam ketentuan hanya perumusannya yang 
lebih dirinci, tapi pada dasarnya sama dengan hak-hak yang telah disebutkan 
sebelumnya. 
Konsumen akan benar-benar dilindungi, maka hak-hak konsumen yang 
disebutkan diatas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, 
karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian 
konsumen dari berbagai aspek.  
Pasal 5 UUPK, disebutkan bahwa kewajiban konsumen adalah :35 
a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; 
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;  
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;  
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secarapatut.  
Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi 
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan 
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keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya 
kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara 
jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang 
telah disampaikan kepadanya. 
Kewajiban konsumen menbayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati 
dengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah biasa semetinya demikian. 
Kewajiban lain yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban 
konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum 
diundangkannya UUPK hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus 
seperti inidalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana 
tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisisan dan/atau 
kejaksaan. 
Konsumen berwajiban seperti ini diatur dalam UUPK dianggap sangat 
tepat, sebab kewajiban ini adalah untuk dapat mengimbangi hak komsumen dalam 
hal apabila terjadinya sengketa konsumen dan upaya penyelesaian sengketanya. 
Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak 
diikuti oleh kewajiban yang sama dari pelaku usaha.  
2. Hak dan kewajiban pelaku usaha  
Dalam pasal 6 UUPK, disebutkan bahwa hak pelaku usaha adalah :36 
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a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan  
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik;  
c.Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen;  
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan;  
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 
lainnya.  
Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai 
tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjuk bahwa pelaku usaha 
tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang 
diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang 
berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang 
biasa terjadi suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada 
barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. 
Melalui hak-hak pelaku usaha tersebut dapat diharapkan agar perlindungan 
konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat 
dihindari.  
Selain memiliki hak-hak yang harus di penuhi, pelaku usaha juga memiliki 
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dalam memproduksi barang dan/atau 
38 
memperdagangkan barang dan/atau jasa. Kewajiban pelaku usaha menurut 
ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:37 
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan 
dan pemeliharaan;  
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif;  
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku;  
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ jasa yang 
diperdagangkan. 
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 
jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.  
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Hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan 
kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus 
dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen 
merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.  
Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha 
merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan 
tentang itikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata bahwa 
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Di dalam UUPK pelaku usaha 
selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu 
menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar 
pelaku usaha.  
Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap suatu konsumen 
mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai 
suatu produk tertentu. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat 
berupa representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. 
Didalam UUPK selain mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban pelaku 
usaha juga disebutkan bahwa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terdapat 
10 pasal, yaitu pasal 8 sampai dengan pasal 17. Pasal 8 UUPK mengatur 
mengenai pelanggaran pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak layak. Pada hakekatnya 
pelanggaran ini bertujuan agar produk barang dan/atau jasa yang beredar adalah  
produk yang layak baik dari sisi zatnya, asal-usul, kualitas sesuai dengan 
informasi dari pengusaha baik melalui table, etiket, iklan dan lain sebagainya. 
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G. Keabsahan Klausula Eksenorasi Pada Perjanjian Baku Dalam Perspektif 
Hukum Islam 
Dalam hukum Islam perjanjian disebut akad yang merupakan pertemuan 
ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang 
menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Dengan kata lain, pertemuan 
tersebut adalah pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu 
akibat hukum pada objeknya.38 
Dalam merealisasikan perjanjian tersebut, tentu harus ada sebuah 
kesepakatan dengan rela dan beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak 
pihak lain. Hal ini pula yang menyebabkan perjanjian dalam hukum Islam 
memiliki beberapa asas sekaligus untuk memastikan keabsahan klausula 
eksenorasi pada perjanjian baku, yaitu sebagai berikut :39 
1. Asas Ibahah 
Kaidah fiqih diatas merupakan pemikiran kalangan Syafi’iyah yang 
memiliki maksud bahwa “hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh, sampai 
ada dalil yang mengharamkan”, kemudian kaidah ini dikaitkan kepada urusan 
muamalah.40 Asas ibahah adalah asas hukum Islam dalam bidang muamalah yaitu 
segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, maka 
                                                          
38Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Raja Grafindo Persada: Yogyakarta, 
2010), h.68-71. 
39Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h.68-71. 
` 40Kadir, Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-Quran, (Jakarta: Amzah, 2010), h.11. 
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tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan 
mengenai perjanjian tersebut.41 
2. Asas Kebebasan 
Asas kebebasan ini adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa 
setiap orang dapat membuat perjanjian jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-
nama yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Syariah dan memasukkan 
klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya 
sejauh tidak berakibat makan harta sesame dengan jalan batil.42 Adanya asas 
bebas berakad ini didasarkan oleh beberapa dalil antara lain adalah : 
a. Firman Allah swt. “Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-
akad (perjanjia-perjanjian)” [ QS al Maidah(5):1] 
b. Sabda Nabi Saw, “Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, 
Malik memberitahukan kepada kami dari Nafik dari Abdillah bin 
Umar ra sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa 
menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya 
adalah untuk penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli 
mensyaratkan lain”.43 
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c. Sabda Nabi Saw, “dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: 
orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat 
(janji-janji) mereka.” (Hadis riwayat al-Hakim).44 
d. Kaidah hukum Islam “pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan 
para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan 
atas diri mereka melalui janji.”45 
Memahami kebebasan berakad dari ayat yang dikutip poin (a) adalah 
bahwa perintah ayat ini menunjukkan sikap memenuhi akad hukumnya wajib. 
Dalam ayat ini akad disebutkan dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang “al” 
menunjukkan keumuman. Dapat disimpulkan bahwa orang dapat membuat akad 
apa saja baik yang bernama maupun tidak bernama dan akad-akad itu wajib 
dipenuhi.46 
Hadis pada poin (b) menjelaskan bahwa para pihak dapat menyimpang 
dari ketentuan klausul yang ikut tidak sengaja padahal tidak termasuk perjanjian. 
Namun para pihak dapat menentukan lain, misalnya memasukkan buah tersebut 
ke dalam perjanjian jual-beli. Hadis pada poin (c) menunjukkan bahwa klausul-
klausul atau janji-janji apa saja dapat dibuat dan wajib dipenuhi.. kaidah hukum 
Islam pada poin (d) menunjukkan kebebasan berakad karena perjanjian itu 
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dinyatakan sebagai hal yang berdasarkan kata sepakat para pihak dan akibat 
hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji.47  
3. Asas Konsensualisme 
Pada dasarnya sama dengan asas hukum perjanjian konvensional, 
dimana perjanjian tercipta dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak. Tapi 
para ahli hukum Islam biasanya menyimpulkan asas konsensualisme dari dalil-
dalil hukum berikut;48 
Firman Allah Swt. QS an-Nisa/4:29 
$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ# u Ÿω (#þθè= à2ù' s? Νä3s9≡uθøΒ r& Μà6 oΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6ø9 $ Î/ HωÎ) βr& šχθä3s? ¸οt≈ pgÏB tã <Ú# ts? 
öΝ ä3ΖÏiΒ 4 Ÿωuρ (# þθè= çFø) s? öΝä3|¡à&Ρ r& 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝ ä3Î/ $VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄∪    
Terjemahannya : 
 “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu 
dengan jalan batil, kecuali jika makan harta sesama itu dilakukan dengan cara 
tukar menukar berdasarkan perizinan timbal balik (kata sepakat) diantara 
kamu.”[QS an-Nisa/4:29]49 
 
Firman Allah SWT QS an-Nisa/4:4 
(#θ è?#u uρ u !$|¡ ÏiΨ9 $# £ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \' s#øtÏΥ 4 βÎ* sù t ÷ÏÛ öΝä3s9 tã & ó x« çµ ÷ΖÏiΒ $T¡ ø&tΡ çνθ è=ä3sù $ \↔ÿ‹ÏΖyδ $\↔ÿƒ Í÷£∆ 
∩⊆∪   
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Terjemahannya : 
 “Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin 
itu atas dasar senang hati (perizinan), maka makanlah (ambillah) pemberian itu 
sebagai suatu yang sedap lagi baik akibatnya.” [QS an-Nisa/4:4]50 
 
Sabda Nabi Saw, “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan kata 
sepakat”.(Hadis riwayat Ibnu Majah) 
Kutipan ayat pada poin (a) menunjukkan bahwa setiap pertukaran 
secara timbal balik diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas kesepakatan. 
Pada poin (b) menunjukkan bahwa suatu pemberian adalah sah apabila didasarkan 
kepada perizinan (rela hati) si pemberi. Hadis Nabi Saw pada poin (c) dengan 
jelas menunjukkan bahwa akad jual beli didasarkan kepada keridhaan atau 
perizinan timbale balik (kata sepakat). Meskipun hadis tersebut hanya jual beli 
tetapi dapat dianalogikan akad atau perjanjian.51   
4. Asas Janji Mengikat 
Dalam al-Quran dan hadis terdapat perintah agar memenuhi janji. 
Dalam kaidah ushul fiqih, “perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib”. 
Berdasarkan kaidah tersebut maka janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Diantara 
ayat dan hadis dimaksudkan adalah: 
Firman Alah SWT QS Al-Israa/17:34 : 
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šχ% x. Zωθä↔ ó¡tΒ ∩⊂⊆∪     
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Terjemahannya : 
 
“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 
lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 
Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.52 
 
Dikutip oleh Syamsul Anwar dari Al-Bukhari dalam bab al-adab al 
mufrad : asar dari Ibn Mas’ud. “Janji adalah utang”. 
5. Asas Keseimbangan  
Asas keseimbangan ini berkaitan dengan apa yang diterima, apa yang 
diberikan dan dalam memikul resiko. Meskipun dalam praktiknya jarang terjadi 
keseimbangan para pihak secara mutlak, namun hukum Islam menekankan 
perlunya keseimbangan.53 
Imam Sarakhsi dikutip oleh Syafi’I Antonio berpendapat bahwa “riba 
adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh 
(keseimbangan) yang dibenarkan syariah dalam transaksi.54 Asas keseimbangan 
memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana di 
dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, 
semantara kreditur bebas sama sekali dan harus mendapat prosentas tertentu 
sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif.55 
6. Asas Kemaslahatan 
                                                          
52Kementerian Agama, RI; Al-Qur’an danTerjemahannya, h. 285. 
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54Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema 
Insani, 2001), h.39. 
55Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 90. 
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Dengan maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak 
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh 
menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah).56 
Dalam ushul fiqih, defenisi kemaslahatan adalah memelihara tujuan syariat 
(dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari 
manusia.57 
7. Asas Amanah 
Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa para pihak harus beritikad 
baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi 
ketidaktahuan mitranya. Kaitannya dengan kehidupan masa kini, banyak sekali 
objek transaksi yang dihasilkan salah satu pihak melalui keahlian dan 
profesionalisme sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain seperti dobodohi atas 
ketidapahaman terhadap objek.58 
Dalam hukum Islam, bentuk perjanjian harus berasas amanah, 
sehingga informasi yang dijadikan dasar bersifat jujur. Di antara ketentuannya 
adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya 
disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad di kemudian hari.59 
8. Asas Keadilan 
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58Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h. 91. 
59Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h.90 
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Dalam hukkum Islam, keadilan langsung perintah Al-Quran, “Berlaku 
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” [QS al-Maidah/5:8]. Hal ini 
dikaitkan dengan kaidah ushul fiqih “hukum asal dari perintah adalah wajib”.60 
Terlebih lagi keadilan merupakan tujuan semua hukum, sehingga dalam perjanjian 
keadilan merupakan hal yang harus diperhatikan para pihak. 
Kaitannya dengan perjanjian baku, pada dasarnya boleh menurut 
Islam, sesuai dengan asas ibahah dan asas kebebasan. Dimana, pembuatan 
perjanjian dalam bentuk apapun, sekalipun belum ada hadis ataupun kaidah fiqih 
yang pernah mengkajinya, adalah boleh. 
Tetapi berkaitan dengan klausul eksenorasi yang telah dipaparkan 
dibagian sebelumnya, seperti dalam bentuk; klausula eksemsi, klausula penetapan 
bunga, klausula pembayaran seluruh seketika dalam sewa beli, klausula barang 
tak boleh dikembalikan dalam jual beli, klausula resiko (cacat dalam leasing dan 
kehilangan dalam jasa parkir), klausul penundaan jadwal di bidang transportasi, 
dan klausula larangan membawa makanan dalam usaha karaoke, terlihat jelas 
telah menyalahi asas perjanjian dalam hukum Islam. 
Ada beberapa asas yang tidak ditemukan dalam klausula eksenorasi, 
yaitu tidak ditemukan adanya asas kebebasan, asas konsensualisme, asas 
keseimbangan, asas kemashalatan, asas amanah dan asas keadilan. Sebab klausul-
klausul tersebut hadir dengan ketentuan yang baku atau tak dapat diubah dan 
mengharuskan konsumen, debitur, atau lessee menerima secara terpaksa isi 
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klasula atau dengan ancaman tidak dapat menunaikan perjanjian tersebut, 
sehingga kebutuhannya tidak tercapai. 
Posisi tawar antara pihak dalam membuat klausula eksenorasi tidak 
seimbang dan kebanyakan tidak adil bagi pihak yang lemah (konsumen, debitur, 
atau lessee). Maka berdasarkan alsan diatas, dapat dinilai bahwa keabsahan 
klausula eksenorasi tidak terpenuhi dan tidak lengkap perangkat asasnya. Atas 
kejelasan tidak sah ini pula, seyogianya para pebisnis tidak lagi membuat klausul 
serupa, sehingga kasus yang serupa dapat dicegah sejak awal dalam pembuatan 
perjanjian baku.   
 
 
 
 
. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan 
pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala 
hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.1 
Adapun metode penelitian yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi 
ini adalah : 
A. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 
Penelitian dekriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk 
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau 
saat yang lampau. Penelitian ini menggambarkan suatu kondisi apa adanya. 
Penelitian deskriptif bisa mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga 
mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Dengan 
menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran secara 
factual dan akurat mengenai fakta tentang klausula eksenorasi dalam perjanjian 
pelayanan jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia (Persero) cabang 
Bulukumba  
B. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah hukum Kabupaten 
Bulukumba, khususnya di Kantor Pos Indonesia dengan mempertimbangkan 
                                                          
1Dimyati Khudzaifah, Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran 
Hukumdi Indonesia(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), h.9. 
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bahwa peneliti berasal dari wilayah hukum tersebut yang memungkinkan 
akses yang luas untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Dan juga di 
zaman sekarang kebutuhan akan jasa pengiriman barang semakin meningkat 
dan PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Bulukumba merupakan salah satu 
penyedia jasa pengiriman barang yang memiliki konsumen yang cukup 
banyak dan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dalam hal perjanjian 
baku yang dibuat dan mengandung klausula-klausula eksenorasi yang 
merugikan pengguna jasa pos. 
C. Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan yang 
bersifat yuridis sosiologis yang bertujuan melakukan pembahasan tentang  
klausula eksenorasi itu sendiri dalam perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang 
pada  PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Bulukumba  
D. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian yang penulis lakukan terdiri atas 3 (tiga) 
jenis data, yaitu : 
1. Bahan Hukum primer 
   Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari : 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
b. Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos. 
c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
2. Bahan hukum sekunder 
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   Yaitu bahan-bahan hukum yang secara langsung mendukung bahan hukum 
primer yang diperoleh dari buku-buku karangan ilmiah, literatur, dan 
dokumen-dokumen, dalam hal ini yang berhubungan klausula eksenorasi yang  
dalam perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang pada PT. Pos Indonesia 
(Persero)  
3. Sumber data tersier 
   Sumber data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 
sumber data primer dan sekunder. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Studi Kepustakaan 
Merupakan data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang 
ada seperti bahan hukum primer, skunder, tersier. 
b. Penelitian Lapangan 
Adalah data yang merupakan kenyataan-kenyataan yang berlaku dan 
diperoleh dalam praktik di lapangan. Data-data tersebut diperoleh melalui: 
1) Observasi (Pengamatan) 
Dengan cara mengamati secara langsung tentang pola-pola perilaku 
yang nyata sebagaimana adanya. Untuk memperoleh gambaran yang lebih 
mendalam mengenai perilaku manusia yang mungkin tidak ditemukan 
dalam teori. 
 
52 
 
2). Wawancara 
Berupa tanya jawab antara penulis dengan sumber informasi yang 
berlangsung secara lisan, guna mencapai data yang jelas sehingga penulis 
lebih mudah untuk menganalisis dan mengembangkan data yang 
dihasilkan dari wawancara tersebut. 
c. Instrumen Penelitian 
Yang menjadi intrumen penelitian pada penelitian ini adalah PT.Pos 
Indonesia (Persero) Cabang Bulukumba dengan terjun langsung ke lokasi atau 
meninjau dan wawancara. 
d. Metode Analisis Data 
Analisis data merupakan bagian yang penting, maka data-data yang 
diperoleh meliputi data primer dan data sekunder akan diolah disusun secara 
kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif disini adalah sebagai 
berikut :”Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analistis 
yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga 
perilakunya yang nyata untuk diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”2. 
Setelah itu disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis 
dan konsisten, kemudian dianalisis dengan mengadakan data–data yang bersifat 
umum menjadi data–data yang bersifat khusus dan logis. 
Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan diketahui gejala 
gejalanya kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dan dianalisa secara 
                                                          
2Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum(Cet III; Jakarta: Universitas 
Indonesia(UI Pers), 1986), h.32. 
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kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana klausula 
eksenorasi dalam perjanjian pelayana jasa pengiriman barang pada PT. Pos 
Indonesia. Pengertian analisis data kualitatif yaitu upaya yang berlanjut, berulang, 
dan terus menerus. Masalah reduksi data penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 
kegiatan analisis yang saling susul–menyusul. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Bulukumba 
PT.Pos Indonesia merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) tertua di Indonesia. Sejarah mencatat perjalanan panjang PT.Pos 
Indonesia yang didirikan pada tanggal 26 Agustus 1746 di Batavia1. Dan telah 
beberapa kali mengalami perubahan nama sampai akhirnya dikeluarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 yang menetapkan perubahan nama menjadi 
PT.Pos Indonesia (Persero). Salah satu cabangnya berlokasi di Bulukumba 
tepatnya di Jalan Kenari No.3, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujungbulu, 
Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. 
Adapun jabatan-jabatan pada kantor PT.Pos (Persero) Cabang Bulukumba, 
diantaranya sebagai berikut2 : 
1. Kepala Kantor   : Rudy Syamsuddin (Nippos.964276483) 
2. Manajer Keuangan  : Lukyta Prima Astiti (Nippos.989419680) 
3. Manajer Pelayanan  : Patti Bhayangkari (Nippos.993419460) 
4. Manajer Akuntansi  : Hardianti Tamrin (Nippos.994417949) 
5. Manajer Pemasaran  : Yacub Tambing (Nippos.967276380) 
6. Manajer Proses Antaran : Abrar Amin (Nippos.971313763) 
7. Manajer SDM   : Asriadi (Nippos.988392136) 
8. Manajer PUPL  : Tugiran (Nippos.998392136) 
9. Staf-Staf 
                                                          
1Pos Indonesia, Ensiklopedia, 10 April 2018 pukul 07.06, 
http://id.wikipedia.org/wiki/Pos_Indonesia, (25 April 2018) 
2Zulkarnain Amin (37 Tahun), Staff Pengolahan PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang 
Bulukumba), Wawancara, Bulukumba, 16 April 2018.  
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Gambar 4.1 
STRUKTUR ORGANISASI 
KANTOR POS CABANG BULUKUMBA 
Jln.Kenari No.3, Bulukumba 
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Adapun deskripsi tugas dan fungsi dari jabatan diatas adalah, sebagai 
berikut : 
1. Kepala Kantor (Kepala Unit Pelaksa Teknis) 
a. Memimpin kantor Pos cabang Bulukumba dalam rangka 
memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. 
b. Mengawasi uang dan benda pos materai yang dipegang 
bendaharawan serta mengawasi barang – barang investasi 
perusahaan. 
c. Membuka kerjasama dengan instansi lain. 
d. Menetapkan kebijaksanaan untuk efesiensi kegiatan operasional 
yang dituangkan dalam peraturan / instruksi sesuai dengan 
ketentuan. 
e. Mengambil langkah – langkah program aksi untuk pencapaian 
target pendapatan kantor. 
f. Melakukan pemeriksaan secara periodik ke semua bagian. 
2. Manajer Keuangan (Bendahara) 
a. Mengawasi keuangan kantor KPRK dan KPC  
b. Menyusun anggaran pendapat dan biaya regional termasuk Unit 
Pelaksanaan Teknik (UPT)  bawahannya. 
3. Manajer Pelayanan 
a. Mengelola operasional pelayanan loket administrasi layanan sesuai 
SOP layanan dan penanganan pelayanan pelanggan (CS) sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan. 
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b. Melakukan otorisasi pemrosesan transaksi layanan sesuai dengan 
kewenangannya. 
c. Mengkoordinir pelaksanaan survey pelanggan loket. 
d. Memastikan proses penyelesaian surat dan paket sesuai ketentuan. 
e. Melakukan pengolahan kiriman korporat. 
4. Manajer Akuntansi  
a. Melakukan pencocokan naskah tiap bagian 
b. Pengiriman laporan AKT paling lambat tanggal 5 tiap bulannya 
c. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran di UPT 
d. Menyediakan data keuangan UPT 
e. Membuat otorisasi terhadap pengeluaran biaya 
5. Manajer Pemasaran 
a. Mengelola aktivitas atau kegiatan pemasaran meliputi analisis 
pasar, program peningkatan kepuasan pelanggan,  
b. Menentukan pemberian ijin kepada Depo BPM dan Agen Pos. 
c. Membuat keputusan pemasaran seperti penetapan tarif customize, 
diskon, apresiasi, dan intensif kepada pelanggan bisnis berdasarkan  
aturan. 
6. Manajer SDM  
a. Melakukan pembayaran gaji karyawan dan hak-hak kepegawaian 
lainnya. 
b. Menyusun dan merencanakan program kerja serta anggaran biaya 
di bagiannya. 
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c. Melakukan coaching dan conseling terhadap karyawan. 
d. Melakukan pengarsipan dan tertib administrasi. 
7. Manajer Proses Antaran 
a. Membuat Job Description di bagiannya sesuai dengan ketentuan 
perusahaan, melakukan pemerikasaan terhadap pemrangkoan surat, 
serta uji petik pelunasan bea cukai dalam negeri yang diterima dari 
loket serta melaksanakan pengawasan antaran meliputi : 
pengawasan meja sortir antaran, sortir jalan antaran, meja 
pengantar, pengawasan jalan antaran, dll. 
b. Mengatur kegiatan praposting, pick up service, pos box untuk 
kiriman pos yang diterima dari loket serta mengawasi penyerahan 
kiriman dengan menggunakan bukti serah. 
c. Mengatur dan mengawasi proses pencacahan dan 
pelalubeanan/pabean kiriman pos interasional, dan pertanggungan 
beanya serta pengadministrasiannya. 
d. Melakukan pengaturan wilayah antaran dan jalan antaran, jam 
antaran, pola shifting antaran dan pola pengantar bagi para 
pengantar. 
e. Mengawasi tertib administrasi dan penyimpanan naskah-naskah 
terkait dengan pelaksanaan pekerjaan di bagian antaran. 
Adapun visi dan misi PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang Bulukumba3 :  
                                                          
3Zulkarnain. Amin (37 Tahun), Staff Pengolahan PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang 
Bulukumba), Wawancara, Bulukumba, 16 April 2018. 
59 
 
 
 
VISI   
“Menjadi raksasa logistik dari Timur” 
MISI 
1. Berperan sebagai asset yang berguna bagi bangsa dan Negara 
2. Menciptakan tempat karya yang menyenangkan guna berkontribusi secara 
maksimal. 
3. Menyediakan layanan prima yang menjadi pilihan pertama bagi para 
pelanggan. 
4. Senantiasa berjuang untuk memberi yang lebih baik lagi bagi stakeholder 
pertama. 
B. Kekuatan Mengikat  Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Menurut 
Teori-Teori Hukum Perjanjian 
Dalam hal perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang pada PT.Pos 
Indonesia (Persero) cabang Bulukumba telah ditentukan klausula-kalusula oleh 
pihak Pos, yang menjadi persoalannya adalah, apakah dengan adanya klasula 
eksenorasi tersebut, perjanjian dalam hal pelayanan jasa pengiriman barang 
mempunyai kekuatan yang mengikat. 
Sebelum membahas kekuatan mengikat klausula eksenorasi dalam 
perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang pada PT.Pos Indonesia cabang 
60 
 
 
 
Bulukumba, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa-apa saja ketentuan dan 
syarat-syarat pengiriman yang diberlakukan oleh PT.Pos, diantaranya4 : 
1. Selama kiriman belum  diserahkan kepada penerima masih merupakan hak 
pengirim dan oleh karenanya hanya pengirim yang berhak mengajukan 
pengaduan. 
2. PT. Pos Indonesia (Persero) bertanggung jawab terhadap kiriman yang 
dikirim bila pengirim telah membayar lunas semua biaya pengiriman dan 
biaya lainnya (kecuali bila ada kesepakatan tertentu) dan memiliki Bukti 
Terima Kiriman asli (bukan foto copy). 
3. Pernyataan tertulis pengirim atas isi kiriman pada halaman muka model ini 
harus sama dengan isi kiriman sebenarnya. Bila pernyataan tertulis tersebut 
tidak sesuai dengan isi kiriman maka pengirim bertanggung jawab atas 
pelanggaran hukum yang dilakukannya. 
4. Dilarang mengirimkan benda yang dapat membahayakan kiriman, kiriman 
pos atau keselamatan orang. Pelanggaran ini diancam dengan hukuman 
pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-
tingginya satu juta rupiah (UU No.6 Tahun 1984 pasal 19 ayat (2) dan wajib 
membayar ganti rugi kepada PT.Pos Indonesia (Persero) dan atau pihak lain 
atas kerugian yang diderita. 
Jenis barang-barang tersebut meliputi : 
a. Barang yang karena sifatnya dapat merusakkan/mengotorkan kiriman lain 
dan atau membahayakan orang / pegawai pos. 
                                                          
4Yacub Tambing (51 Tahun), Manajer Pemasaran PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang 
Bulukumba), Wawancara, Bulukumba, 20 April 2018.  
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b. Barang-barang yang mudah meleda, mudah menyala/ dapat terbakar 
sendiri. 
c.  Binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan/ buah-buahan (kecuali telah 
memenuhi ketentuan yang berlaku misalnya karantina). 
d. Barang-barang yang menyinggung kesusilaan. 
e. Narkotika, candu, morphine, kokain, ganja, ekstasi dan psikotropika 
lainnya yang dilarang Pemerintah. 
f. Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat menggangu stabilitas Nasional. 
5. PT.Pos Indonesia (Persero) tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan 
ganti rugi atas kirirman yang diakibatkan oleh : 
a. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan unsur kesengajaan oleh 
pengirim. 
b. Isi kiriman yang tidak sesuai dengan pernyataan tertulis di halaman muka 
model ini. 
c. Semua resiko teknis yang terjadi selama dalam pengangkutan, yang 
menyebabkan barang yang dikirim tidak berfungsi atau berubah fungsinya 
baik yang menyangkut mesin atau sejenisnya maupun barang-barang 
elektronik seperti halnya : handphone, kamera, radio/tape dan lain-lain 
yang sejenisnya. 
d. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat oksidasi, kontaminasi polusi dan 
reaksi nuklir. 
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e. Kerugian atau kerusakan sebagai akibat force majeure seperti bencana 
alam, perang, huru-hara, aksi melawan pemerintah, pemberontakan, 
perebutan kekuasaan atau penyitaan oleh penguasa setempat. 
f. Kerugian yang tidak langsung untuk keuntungan yang tidak jadi diperoleh, 
yang disebabkan oleh kekeliruan dalam penyelenggaraan pos (UU No.6 
Tahun 1984 pasal 12 ayat (7). 
g. Pengaduan yang diajukan setelah melewati waktu 30 hari, (untuk paket, 
surat kilat khusus dan surat tercatat dalam negeri). 4 bulan (untuk EMS) 
dan 6 bulan (untuk paket dan surat tercatat luar negeri) sejak tanggal 
pengeposan. 
Ada beberapa pendapat tentang dasar ikatan perjanjian baku yang 
mengandung klausula eksenorasi, diantaranya : 
1. Ajaran penaklukan kemauan dari Zeylemeker. Ia berpendapat bahwa : 
“Orang mau karena merasa takluk kepada satu pengaturan yang aman, 
disusun secara ahli dan tidak sepihak, atau karena orang tidak dapat berbuat 
lain daripada takluk, tetapi orang mau dan  orang tahu bahwa orang mau”.5 
2. Pendapat kedua dari Hondius yang menyatakan bahwa konstruksi yang 
dikemukakan Zeylemeker memang dapat dipakai sebagai dasar pengikatan, 
tetapi hanya dengan syarat bahwa hal itu dilengkapi dengan alasan 
kepercayaan. Hal ini mengandung arti penanda tangan hanya ada nilai dalam 
kerangka pembicaraan, penandatanganan tidak hanya mengikat kalau ia mau, 
                                                          
5Sudikno Mertokusumo, “Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak.” (Disajikan pada 
penataran hukum perdata, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta 1995). 
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juga jika sepanjang ia telah menciptakan kepercayaan pada pihak peserta lain 
dengan cara dapat diperhitungkan, bahwa ia mau terikat.6 
3. Pandangan selanjutnya dikemukakan oleh  Sluitjer  dan Mariam Darus 
Badrulzaman taitu mereka melihat perjanjian baku bukan merupakan 
perjanjian karena bertentangan dengan pasal 1320 KHUPerdata. Sluitjer 
mengatakan : “Perjanjian baku, bukan perjanjian, sebab kedudukan 
pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang 
swasta (legio particuliere wet-gever). Syarat-syarat yang ditentukan 
pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang dab buka 
perjanjian.”7 
Pandangan ini melihat perjanjian baku dari aspek  pembuatan subtansi 
kontarak. Subtansi kontrak itu dinuat oleh pengusaha  secara sepihak. Dengan 
demikian Sluitjer berpendapat subtansi kontrak itu bukan kontrak. 
 Dari pandangan-pandangan diatas penulis menyetujui bahwasanya 
perjanjian yang dibuat oleh PT.Pos Indonesia (Persero) cabang Bulukumba 
mengikat seperti kekuatan mengikatnya Undang – Undang. Dan sebagaimana  
perjanjian pada umumnya hanya saja terdapat pengecualian atas perjanjian 
ataupun klausul yang isinya pengalihan tanggung jawab. Penulis beranggapan 
perjanjian tersebut merupakan salah satu dari beberapa jenis perjanjian yang kita 
kenal namun memang perjanjian-perjanjian tersebut memiliki klausul-klausul di 
dalamnya yang dibuat dan dipersiapkan oleh pihak PT.Pos Indonesia (Persero) 
                                                          
6G.H.Treitel,  “The Law of Contract 9th Edition”, (London :  Sweet & Maxwell, ltd, 
1995). H.47 
7Mariam Darus Badrulzaman, Evolutie in het privaatrecht (mengutip Pitlo), (Groningen, 
1972),  h. 33 
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cabang Bulukumba dan pihak lain tinggal menerima atau menolak perjanjian 
tersebut dalam hal ini pengguna jasa Pos. Oleh karena itu, selama perjanjian 
tersebut dalam pelaksanaannya berdasarkan itikad baik dan tidak melanggar 
kesusilaan dan kepatutan ataupun peraturan lain maka kekuatan mengikatnya sam 
a dengan perjanjian pada umumnya. 
C. Kekuatan Berlakunya Klausula Eksenorasi Dalam Perjanjian Pelayanan 
Jasa Pengiriman Barang Pada PT.Pos (Persero) Cab.Bulukumba 
   Sampai saat ini berlakunya perjanjian yang mengandung klausula baku  
antara lain dengan cara : 
1. Memuatnya dalam butir-butir perjanjian yang konsepnya telah dipersiapkan 
terlebih dahulu oleh salah satu pihak, biasanya oleh pelaku usaha, yaitu si 
penyedia barang dan/jasa yang ditawarkan pada orang banyak. 
2. Memuatnya dalam carik-carik kertas, baik berupa table , kuitansi, bon, tanda 
terima atau lain-lain bentuk penjualan dan/atau penyerahan barang. 
3. Dengan pembuatan pengumuman tentang berlakunya klasula baku  di tempat-
tempat tertentu. Kalimat pengumuman tersebut biasanya berupa anjuran-
anjuran. Begitu pula dengan bentuk lainnya sepanjang telah dibuat secara 
tertulis dan/atau diumumkan di tempat-tempat terbuka dan jelas terlihat oleh 
masing-masing pihak.8 
                                                          
8AZ. Nasution, Perlindungan Hukum Konsumen, Tinjauan Singkat UU No.8 Tahun 1999-
LN 1999 No.42, Makalah disampaikan pada diklat  Mahkamah Agung, Batu Malang, 14 Mei 
2001, h. 111-112 
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   Klausula eksenorasi yang diberlakukan di PT.Pos Indonesia (Persero) 
Cabang Bulukumba mengandung unsur-unsur diatas. Yaitu dimuat dalam cari-cari 
kertas berupa bukti pembayaran atau tanda terima yang disertakan perjanjian-
perjanjian baku yang telah dijelaskan pada poin (B). konsumen tunduk dan patuh 
terhadap klusula yang diberlakukan tersebut.  
   Dengan kata lain dengan menandatangani bukti pembayaran berarti 
konsumen telah menyatakan tunduk dan patuh terhadap klausula yang 
diberlakukan oleh pihak Pos.  
    Mengenai kekuatan berlakunya klausula baku yang mengandung 
eksenorasi, terdapat pandangan berbeda dari para sarjana hukum:9 
a. Mr. A. Pitlo 
Menurutnya perjanjian baku adalah  suatu “dwangscontract” (perjanjian 
paksa) karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerd sudah dilanggar. Pihak yang lemah terpaksa menerima hal ini sebab 
mereka tidak mampu berbuat lain.10 
b.  Mr. H.J. Sluitjer 
Terhadap perbuatan dimana kreditur secara sepihak menentukan isi perjanjian  
baku secara material  melahirkan “Legio Particuliere Wetgevers”  
                                                          
9Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi 
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia (Jakarta. Institut Bankir Indonesia. 1993), h. 
69 
10Mariam Darus Badrulzaman, Evolutie in het privaatrecht (mengutip Pitlo). h.33 
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(pembentuk Undang-Undang swasta). Syarat yang ditentukan oleh pengusaha 
di dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian.11 
c. Prof. R. Subekti, S.H. 
Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPer. 
Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak 
sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.12 
    Disamping pendapat diatas, terdapat pula pendapat-pendapat yang 
mendukung perjanjian baku, antara lain : 
a. Stein  
Perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya 
kemauan dan kepercayaan (Fictie  van Willenvertrowen) yang membangkitkan 
kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan dirinya pada perjanjian itu jika 
debitur menerima dokumen perjanjian itu secara sukarela.13 
b. Hondius  
Dalam disertasinya ia mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai 
kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (gebruik) di lingkungan masyarakat 
dan lalu lintas perdagangan.14 
                                                          
11Sluitjer, Standard Contracten De Grenzen van de Partiwliere Wetgevers, (Kluwer 
Deventer, 1972), h.5. 
12Subekti (c), Aneka Perjanjian , cet.9, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992), h.12. 
13Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi 
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, h.70 
14Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi 
Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, h.71 
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   Dari beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya 
klausula eksenorasi yang diberlakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero) Cabang 
Bulukumba dimuat dalam carik-carik kertas yang berupa tanda terima dalam 
pengiriman barang. Sehingga klausula eksenorasi tersebut memiliki kekuatan 
yang berlaku hanya antara kedua belah pihak yang megadakan perjanjian 
pelayanan  jasa pengiriman barang dalam hal ini antara pihak PT.Pos Indonesia 
Cabang Bulukumba dengan pengguna jasa atau konsumen. Dan pelaksanaannya 
dalam perjanjian dengan itikad baik selama itu tidak dilarang oleh Undang-
Undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan. Dan jika terjadi 
klaim kerugian yang disebakan selama proses pelayanan jasa pengiriman barang, 
maka konsumen dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak PT.Pos Indonesia 
cabang Bulukumba atau dapat mengajukan kepada pengadilan untuk menguji 
apakah klausula eksenorasi yang diberlakukan itu layak, tidak dilarang oleh 
Undang-undang dan tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan jika memang tidak 
menemukan jalan keluar. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Tentang Klausula 
Eksenorasi Dalam Perjanjian Pelayanan Jasa Pengiriman Barang Pada PT.Pos 
Indonesia (Persero) Cabang Bulukumba, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perjanjian baku yang diberlakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero) 
Cabang Bulukumba mempunyai kekuatan yang mengikat seperti kekuatan 
mengikatnya Undang – Undang sebagaimana perjanjian pada umumnya, 
hanya saja terdapat pengecualian atas perjanjian tersebut ataupun klausul 
yang isinya pengalihan tanggung jawab atau dengan kata lain Klausula 
Eksenorasi. Perjanjian tersebut merupakan salah satu perjanjian dari yang 
kita kenal, hanya saja perjanjian tersebut memiliki klausul-klausul yang 
telah dibuat dan dipersiapkan oleh PT.Pos Inonesia (Persero) Cabang 
Bulukumba. Dan pihak pengguna jasa pelayanan pengiriman barang pada 
PT.Pos tinggal menerima atau menolak isi dari perjanjian tersebut. Oleh 
karena itu, selama perjajian tersebut dilaksanakan dengan itikad baik dan 
tidak melanggar Undang-undang serta tidak melanggar kesusilaan dan 
kepatutan maka kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian pada 
umumnya. 
2.   Klausula eksenorasi yang diberlakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero) 
Cabang Bulukumba dimuat dalam carik-carik kertas yang berupa tanda 
terima dalam pengiriman barang. Sehingga klausula eksenorasi tersebut 
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memiliki kekuatan yang berlaku hanya antara kedua belah pihak yang 
mengadakan perjanjian pelayanan pengiriman barang dalam hal ini PT.Pos 
Indonesia Cabang Bulukumba dengan pengguna jasa atau konsumen. Dan 
pelakasanaannya dalam perjanjian dengan itikad baik selama itu tidak 
dilarang oleh Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan 
dan kepatutan. Dan jika terjadi klaim kerugian yang disebakan selama 
proses pelayanan jasa pengiriman barang, maka konsumen dapat menuntut 
ganti kerugian kepada pihak PT.Pos Indonesia cabang Bulukumba atau 
dapat mengajukan kepada pengadilan untuk menguji apakah klausula 
eksenorasi yang diberlakukan itu layak, tidak dilarang oleh Undang-
undang dan tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan jika memang tidak 
menemukan jalan keluar. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Karena klausula eksenorasi yang diberlakukan oleh PT.Pos Indonesia 
(Persero) cabang Bulukumba mengikat konsumen, maka dalam pelayanan 
jasa pengiriman barang pada PT.Pos itu sendiri harus lebih ditingkatkan 
agar kerugian yang kiranya dapat terjadi berkurang. Sehingga baik pihak 
PT.Pos maupun pihak pengguna jasa dapat sama-sama diuntungkan. 
2. Pengguna jasa pos harus lebih pandai dalam melihat isi-isi dari perjanjian 
yang diberlakukan oleh PT.Pos agar jika terjadi kerusakan selama proses 
pengiriman barang, konsumen dapat mengklaim apakah klausula yang 
diberlakukan memang layak untuk digunakan. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan 
masalah pada penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Klausula 
Eksenorasi Dalam Perjanjian Pelayanan Jasa Pengiriman Barang pada 
PT.POS (Persero) Cabang Bulukumba“. Berikut daftar pertanyaan wawancara 
untuk menjawab rumusan masalah dari judul penelitian diatas : 
1. Apakah klausula eksenorasi diberlakukan pada perjanjian pelayanan jasa 
pengiriman barang pada PT.Pos Indonesia (Persero) cabang Bulukumba ? 
2. Bagaimana contoh bentuk klausula eksenorasi yang diberlakukan PT.Pos 
Indonesia (Persero) cabang Bulukumba terhadap konsumen? 
3. Sejauh mana klausula eksenorasi yang diberlakukan oleh PT.Pos Indonesia 
(Persero) cabang Bulukumba mengikat konsumen ? 
4. Apakah konsumen pernah melakukan klaim terhadap klausula eksenorasi yang 
diberlakukan oleh PT.Pos Indonesia (Persero) cabang Bulukumba ? 
5. Bagaimana tanggung jawab PT.Pos terhadap klaim yang dilakukan oleh 
konsumen terhadap klausula eksenorasi yang diberlakukan ? 
6. Sejauh mana pandangan PT.Pos cabang Bulukumba mengenai kalusula 
eksenorasi yang diterapkan sesuai dengan teori-teori hukum perjanjian? 
7. Apa yang mendasari PT.Pos Indonesia (Persero) cabang Bulukumba  
menerapkan klausula eksenorasi dalam hal perjanjian pelayanan jasa 
pengiriman barang ? 
8. Apakah sebelum melakukan perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang 
dengan konsumen, pihak PT.Pos memberitahukan kepada konsumen bahwa 
setiap kerusakan yang timbul selama pengiriman bukan tannggung jawab dari 
pihak POS ? 
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